BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GARANSI BANK
DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) CABANG SURABAYA

Latar Belakang Terjadinya Garansi Bank

Garansi Bank secara sederhana artinya adalah
garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Jadi
bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban (prestasi)
apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak
memenuhi kewajiban/prestasinya kepada pihak lain seba-
gaimana yang telsh diperjenjikannya, (Huyasro den Ach

mad Anwari, 1983 : 8).

Vari pengertian tersebut tampak terlalu simpel
gsehingga ketidekjelasan itu akan mengundang banyak per
tanyaan. Pertanyaan yang pasti muncul adalah mengenai
latar belakang PT. Bank Negara Indonesia ( Persero )
Cabang Surabaya ( Selanjutnya disebut : Bank BNI ) bera

ni menesnggung kerugiasn yang diperbuat pihak lain.

Pada dasarnya fasilitas garansi bank yeng di
Laksanakan oleh Bank BNI adalah merupakan bentuk useha
yang profir oriented (bertujuan mencari keuntungen). Se

hingga adanyes kerugian yang diderits pihak lein yang.
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mungkin akan terjadi, Bank BNI berani mensnggungnya ka
rena sebelumnya bank telah mempersiapkan tindakan peng
emanan terhadap dens yang mungkin skan dikeluarkannya
‘itu dengsn mensyaratkan kepade pemohon garansi bank
untuk memberikan kontra garansi (jeaminan lawan) yang
nilainys sama dengen nilail garansi bank yang diminta.

( Bace : Bab III.C den E )

Adanyas realitas tersebut gemakin memancing tim
bulnya pertaenyaan lein yang lebih detail, mengaps pe
mohon gaersnsi bank tersebut harus meminta garansi bank
padahal sebenarnya dia dapat langsung memberikan dana
yang digunakannya sebagai kontra garansi tersebut se

bagai jaminen kepada krediturnya ?

Jawaban yang sederhena dan formal dari pertanya
an tersebut adalah, bahwa jeminan berupa garensi bank
itulah memang yeng dikehendaki oleh kreditur. Sehingga
gseandainya kreditur mensyesratkan agar debitur memberi
kan jeminan dalem bentuk lain, misalnya berupa jaminan
kebendsan, maka kalau debitur memberikan jaminan berupa
garansi bank tentu kreditur tidask akan mau menerimanya.
Adepun khusus untuk pekerjean pemborongen yang pembiaya
annya bersumber dari dans APBN, meka penggunean jeminan
berupa garansi bank tersebut didesarkan pada ketentuan

Keppres No. 29 Tehun 1984.
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Mengenai latar belekang dipilihnya garensi bank
oleh kreditur, dan bukan jeminan dalam bentuk yang lain
hel ini dikarensken adanya banyak kelebihan pada garan

31 bank. Kelebihan-kelebihan itu antars lain adalah :

Bank BNI sebagai penerbit garansi bank (penjamin) meru-

pakan lembaga keuangan resmi dan berbadan hukum, sehing
ga eksistensinya tidak diragukan lagi dslam menangani
masalah keuangan. Sedangkan prestasi yang dijamin oleh
Bank BNI dengen garsnsi benk ini juga dinilai dalam

bentuk usang.

Bagi kreditur, kelebihan gaeransi bank yang dapat
dirasskan adalsh tidek perlu menéurus pengiketen barsng
jeminan dari debitur, begitu pula perawatennya. Sedang
kan kalau terjadi wanprestasi oleh debitur; maka geran
si bank ini juga dengan mudah dapat segera dicairkan
/diuengken tanpas harus menunggu. adanya keputusan Konser
vatoir Beslag (penyitean) dari pengadilan serta proses
pelelangsen sebagaimena pada jaminen berupa kebendsaan.
Memang geransi bank kebanysken diadaken untuk meniada
kan hek konservatoir beslag oleh kreditur. (Sri Soedewi

Masjchoen Sofwan, 1980 : 81)

Sedangkan Bagi debitur, keuntungen yang diper

oleh dengan garansi bank adslah adasnya jaminan kesmaenan



terhadep hartamya dari kemungkinan curangnya kreditur.
keuntungan lainnye adelah Ealau debitur sudah memiliki

dana/uang di bank (baik borupa tabungan maupun deponi-
to) make tidak perlu mencairkan denanys untuk diberiksn
kepada kreditur, tetapi depat langsung memblokkir dansaa
tersebut sebegai kontre gerensi dari garansi bank yang
dimintenya. Sedangkan kalau debitur henya memiliki dana
/harts berupe barang bergerak, keuntungan yang diper
oleh debitur adsleh ia masih dapat menggunaken barang
tergebut karena yang digunakan sebagai kontra garansi
hanyaslah surat-surat bukti kepemilikennya saja. ( Baca:

Bab III.E )

[

~ Begi pihak bank sendiri, karena garanéi bank me
rupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh
Bank BNI, tentu saja tujuannys adalah untuk memberikan
“kemudahan begi nasabahnya. Welaupun di sisi lein juga
tidak meninggelkan adanya tujuan profit oriented (tuju-

an mendapatkan keuntungen).

Dari keterangan di atas, jelasleh bahwa gaeransi
bank edalah merupakan jenis fasilitas dari bank yang
~ gangat berguna bagi semua pihak, baik bagil pemohon ga-
rensi bank, bagi penerima maupun bagi pemberinya (benk)
gserta berguna bagil mesyarekat pada umumnya den tidak

eda unsur merusak maupun menimbulkan madharat terhadap
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orang lein serta tidak mengambil /memakan Lharta orang
lain dengan jalan yang tidak bener. Melainkan merupakan
tindakan saling tolong-menolong dalam kebajikan yang sa
ngat dianjurkan oleh agama ( Q.S , 3 :2). Lebih dari
itu; dalem garansi bank jugs terkandung unsur saling

memberikan kemudahan bagi semua pihak.,

Fungsi garansi bank sebagai penjamin apabila ter
Jedi wanprestasi (cidera janji) oleh terjamin, hal ini
mengisyaratkan bahwa garansi bank bertujuan untuk meng
hindari, bahkan menghilangken resiko bahaya serta kesu-
litan yang mungkin akan timbul di waktu Yang akan datang.
sebagaimana yang diperintahkan dalam hukum Islam, bahwa
menolak kerusskan/behaya hsrus didahulukan dasri pada me

narik kemeslahetan. ( Baca : Bab II.C Qaidah 3, pen.)

Dengan mempertimbangkan urgensi panggilean jaman
yang mendesak perlunys geransi bank karena adanyes resiko
resiko besar yang harus dihilangkan yang sering timbul
dalam dunia ekonomi bisnis modern, seperti pembangunan
proyek-proyek reksasa, ekspor-impor dan lain sebagainya,
maka tidek diragukan lagi kebolehan peleksenasan garansi
bank ini disebabken peranannya yang sanget vital :serts

menyangkut kepentingan dan kemaslshatsn umum.
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Garansi bank geperti yang berjalan sekarang ini
memang tidak dikenal pada masa nebi. Namun hal tersebut
buken berarti terlarsng, kerena menurut hukum Islem,
pada dasarnya semua (bentuk mu'emalah) adalah boleh. Se
lein itu, edanya kemaslehaten yang xuat ( rejih ) meru
pakan dasar utame yang dibuat pertimbangan dalam mene
tapkan suatu hukum. ( Baca : Bab II.C khususnya Qaidah

1 dan 2, pen. )

. Eksistensi Garansi Bank sebagai Perjanjien Accessoir

( Tembahen )

Tujusn den isi dari penanggungan dengan garansi
bank edaleh memberikan jaminan untuk dipenuhinya per
utangen dalam perjanjien pokok, yeitu perjanjian entara
pemohon garansi bank dengan krediturnya. Jadi adanya
penanggungan itu dikaitkan dengan perjenjian pokok ,
dan mengebdi pada perjanjian pokok. Sehingga dapat di
gimpulkan bahwa perjenjian garansi bank itu bersifat

Accessoir ( tambahen ).

Dalem keduduksnnys sebagei perjanjien yang ber
gifat accessoir maka perjanjian penanggungan seperti
halnysa perjanjian—perjanjian accessoir ysnglein ( hipo
tik, gadei dan lain-lain ) aken memperoleh skibat - aki

bat hukum tertentu
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1. Adenys perjanjisn penanggungan tergantung pada perjan
jian pokok.

2. Jika perjanjian pokok itu batal, meka perjanjien pe
nsnggungan ikut batal.

3. Jika perjanjian pokok itu hapus, meks perjanjian pe

nanggungan ikut hapus.

4. Dengen diperslihkannya perutengan ( piutang ) pada
perjanjian pokok, meka semua perjanjian - perjanjian
accessoir yang melekat pada piutang tersebut akan

ikut beralih. (Sri Soedewi M.S, 1980 : 37)

Kedudukan garansi bank sebagai perjenjian acces
soir ( tambeshan ) yang keberadaannya tergasntung pada
perjanjian pokok, hal ini delam hukum Islam ( qaidsh fi
qih ) juga teleh diatur, yaitu bahwa sesuatu yang men
jadi bagian/cebang dari sesuatu yeng pokok, maka eksis
tensinys mengikuti yang pokok. Sehingga apabila gugur
yeng pokok meka gugur pula cabangnya. ( Baca : Bab II.C
Qaidah 4 dan 5, pen. )

Jadi seandeinya kreditur membebaskan hutengnya
kepada debitur, meks bebas pulalah tanggung jawab penang
gung ( dalam hal ini benk, pen. )

Memperhatikan bahwa garansi bank sebagail perjen

jian penanggungan yang eksistensinys tergantung pada
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perjanjian pokok, dari realitas lapangan yang berjalan
di Bank BNI; tempak terjadi guatu kejenggalan/penyimpang
an, yaitu dalem memberikan penanggungan ( garansi bank )
Bank BNI tidak tahu menshu tentang perjanjiean pokok yang
dibuat oleh pemohon garensi pank dengan krediturnya, ter
utema delem hal nilai / jumleh maupun masa berlakunya .

( Baca : Bab III.D dan I, pen. )

Jadi Bank BNI akan memberikan garansi bank begitu
saje asalken pemohon garansi tersebut telah memenuhi pro
gsedur dan persyaraten yang telgh ditentukan oleh Bank
BNI. Seperti adanyas kontra garansi yang memadeil dan pem

bayeran provisi serta bieys administrasi dan gsebagainya.

Menurut hukum Islam, syarat perjanjian penanggung
an atsu "kafalah", sebagaimana pendapat dari Imem Asy
Syafi'i dan Ibnu Hazm, bahwa sesuatu yang dijamin ( per
janjian pokok, pen.) disyaratkan harus diketahui jumlah/
nilainya maupun masa berlakunya. Dan ketidakjelasan me
ngenai sesuatu yang harus ditanggung itu dapat dikatego
rikan sebagai esdenya unsur gharar. Dan hal ini dapat
mengakibatken menjadi tidek sah. ( Sayyid Sabiq, 1983
287 )

Dari deskripsi di atas aken muncul pertenyaan

apakah fasilitas garansi bank yang dikeluarkan oleh Bank
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BNI itu merupakan suatu transaksi/akad yang tidek sah
( batal ) ?

Kalau diseiidiki secara cermat dan mendetail terhadap
pelaksanaan gsransi bank yang berjalan di Bank BNI, se
benarnya unsur gharar tersebut dapat ditiadekan , dan
memaeng pada hekikatnya tidak ada. Adepun argumentasi -
yang dapat dikedepankan untuk mendukung analissis terse
‘but adaleh : pertama, adanya kebebasen yang diberikan
oleh Bank BNI kepada pemohon garansi bank untuk menentu
kan sendiri jumleh atau nilail garansi benk yang diminte

nya. ( Baca : Bab III.D, pen.)

Dari hal tersebut dapat dipahami, bahwa pemohon
garansi bank tentunya henya akan meminta garansi bank
dengen jumlah yang disesuaiken dengan jumlah/nilai yang
harus dijamin dari perjanjian pokok, sesuai permintaan
krediturnya ( penerime garansi bank ). Sebab seandainya
pemohon garansi tersebut meminta garansi bank yang jum
lehnya kurang dari yang diminta krediturnya, tentu saja
kreditur tersebut tidak akan mau menerima garansi Dbank
itu. Sedangkan kaléu nilai garansi bank itu melebihi
yeng diminta si kreditur, hal ini tidak aken  mungkin
terjadi kerena akan merugikan pemohon garansi itu sen
diri. Jadi, nilai/jumlah garansi bank  yang diminta

oleh pemohon garansi tersebut memberiken indikasi ter
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hadap jumlah dari perjanjian pokok yang harus dijamin

oleh bank.

Sedangkan -kedua- mengenai masa berlakunya per
janjisn pokok yang tampaknya Jjuga tidak diketahui dan
tidek diperdulikan oleh pihek Bank BNI, make hal ini
sebenarnya tidskleh begitu adanya. Hal ini terbukti de
ngan adanya penyediasan masa berlakunys garansi bank
- dalsm beberapa klssifikasi, yaitu : 3 ( tiga ) bulan,
6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan. Selanjutnya
Bank memberikan kebebasan kepada pemohon untuk memilih

sesuai yeng dikehendaki.(Baca : Bab III.I, pen.)

Dari pemilinan mesa berlaxunys garansi bank oleh
pemohon tersebut dapat diperoleh suatu petunjuk/ konklu
81 mengenal mase berlakunya perjanjian pokok yang dibu
at oleh pemohan garsnsi bank tersebut dengan kreditur
nya. Sebeb kaleu masa berlaku garansi pank yang dipilih
1tu kurang dari masa berlakunya perjanjian pokok yang
nerus dijemin, tentu penerima garansi tersebutl tidak
aken mau menerimanya. Sedangkan kaleu masa beriaku yang
dipilih itu melebihi masa berlakunye perjanjian pokok,
maka sebagsi perganjian yang bersifat Accessoilr, meka
begitu mase berlakunya perjanjiéan pokok bperakhir, per

janjian tambahan taccessolr) 1tu juge ikut beraknir.
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pan sSebagal konsekwensi logisnya maka pemohon garansi
bank tersebut dapat meminta (berhak) terhadap garansi

bank tersepbut dari penerima garansi bank.

per1 papsran di atas dengan Jelas dapat diketahui

bahwa unsur gherar atau ketidak jelasan tentang sesustu

'yang harus ditenggung (perjanjian pokok, pen.) khusus

nyes mengenai nilai/jumlah dan masa berlekunya, dalem pe
laksanean garansi bank di Bank BNI sebenarnya tidak ada.
Dengen demikian pelsksanaan garansi bank tersebut dapat

dihukumi sebagai transeksi yang sah.

Dslam hukum Islam, adanya unsur gharar yang dapat
membatalkan ekad mu'amalahdidasarkan pada hadits dari
Abu Hurairah yang menjelaskan behwa Nabi pernah melarang
jual beli yang di dalamnye terdapat unsur gharar. (Baca

Bab 1I.4 khususnya syarat kafalaeh biddain, pen.)

Ketentusn Jumlah/Nilei Msksimum Garensi Bank

Mengenai ketentuan besarnya nilai garansi bank
dalem pelaksanaannyes di Bank BNI, terkesan bahwa hal ini
tergentung/mengikuti pada permintsan pemohon garansi
bank. Sehingge berspapun jumlah yang diminte oleh pemo
hon skan dikabulkan oleh bank.

Nemun bile diteliti lebih delam, sebenarnys ada
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ketentuan/batasan yang diberikan oleh Bank Indonesia
( BI ) smelaku bank sentral yang mengatur tentang maksi
mum jumlah garensi bank yang boleh diberikan oleh bank,
yaitu : Surat kdaren Benk Indonesia ( SEBI ) No. S.E 11
/11 UPPB, yang membatasi dengan 50% ( Llima puluh per
gen ) dari modal sendiri bank. Ketentuan tersebut tidak
lain bertujuen untuk menjaga dan memelihara kelangsung-

an serta majunya usahe bank. { Baca : Bab III.D, pen.)

palam pandangan hukum Islam, adanya ketentuan

yang bertujuen geperti di atas sangatlah sesusal, seba

.gaimana pendapat Al Jaziri dalam kitab al Figh 'ala Ma

dzahtbil 'arba'ah, bahwa gyarat (penyempurna, pen.) ba
gi penenggung adalah : bukan orang gakit yang membahaya
kan apabila menanggung lebih dari sepertiga deri harta
nya, dan tidek boleh bagi penanggung menanggung hutang
gampail menghabiskan semua hartanya.( Al jeziri, 111, 19

69 : 228 )

Di delem Al Qur'an, Allah telah meiarang manusia
menjatuhken diri ke dalam kebinasaan/kesengsaraen (Q.S,
5 . 195 ) dan Allah menghendaki kemudehan (Q.S, 2 : 185
dan Q.S, 5 : 6). (baca : Bab II.3, pen.)

Ayat-ayat yang digunekan sebagai hujjah/landasan

terhadep penentuan meksimum garansi bank tersebut, Jjika
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dicermati secara mendalam dari segi kontekstual ayat
tersebut, yakni kondisi yang melatar belakangi timbul
nya ayat tersebut ( Asbabun nuzul, pen.) maka A tampak
adanya kekurang selarasan dengan masalah penentuan mak
simal garansi bank. Hal tersebut disebabkan; pada ayat
yang pertama ( Q.S, 2 : 195 ) bile dilihat dari susunen
redsksi sebelumnya, mska dapat diketahui bahwas yang di
tuju adalah masalah berinfagq. Sedangkan ayat‘yang kedus
( Q.S, 2 : 185 ) sebenarnya berkaitén dengan magalah
rukhsah/keringanan untuk tidek berpuasa bagi orang yang
gakit atau sedang bepergian. Adapun ayat yang terakhir
( Q.S, 5 : 6 ) maka kandungan ayat tersebut adalah men
jelaskan tentang pembolehan tayamum sebagai ganti wudlu

atau mandi.

Walaupun ayat-ayat tersebut terkesean tidek ada
munasabah atau relevansinya dengaen masalah penentuan
meksimum jumleh garansi bank yang boleh diberikan oleh
bank, namun hal tersebut masih bisa dicarikan jalan
untuk mengkombinasikan / memadukannya, yakni dengan
mengambil dasar pada teori/keideh fiqh, bahwe untuk me
netapkan suatu hukum dapat menggunekan dasar pads ke
umumasn lafadh nash den buken pada kekhususan lafadh ter

sebut. ( baca : Bab II.C Qaidah , pen. )
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Tindekan pembatasan meksimum jumlah garensi bank
tergebut adslah merupakan suatu tindaken . . prefentif
( pencegeshan ) terhadap resiko/behaya yang mungkin akan
timbul. Sehingge dengan tindakan tersebut diharapken ,
stebilites den likuiditas bank akan lebih terjemin .
Hal ini sangat sesuai dengan yang dituntunkan delem
hukum Islam, bshwa menghindari bshaya harus didehulukan
dean harus diusshakan semaksimal mungkin deri pade men-
cari kemaslahatan.(bsca : Bab II.C khususnya Qaideh 3

dan 6, pen.)

Adapun dalam praktek di Bank BNI berapapun per
mintean dari pemohon garansi bank selalu dikabulkan, hal
ini kerena permintean-permintean tersebut belum sampai
melebihi batas / plafon kredit yang disediaskan oleh BNI
karena memang dena untuk kredit yang disedieskan oleh

Bank BNI jumlahnya sanget besar.

Biaya - bisya delam Garansi Bank

Terkabulnya permintaan garansi bank oleh pemohon
ekan membawa konsekwensi pada fimbulnya kewajiban untuk
membayar biaya-blaya, baik sebagal balas jasa maupun

biays administrasi dan sebagainya. ( baca : Bab III.F S

Mengenai biays administrasi, hal ini sudah sewa

jarnya ada, karena untuk dapat terealisasinya permohon
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an geransi bank tersebut dibutuhkan serangkaeian pekerja
an yang tidaek saja memerluken tenaga, tetapi juga waktu
dan blaya serta pemikiran tersendiri. Untuk semua itu
maka bank meminte imbalan kepada pemohon garénsi bank

berupa biaya administrasi.

Dari sudut pendang hukum Islam, timbulnya biaya
administrasi dalam garansi benk tersebut dapat dianalo-
. gikan pada kebolehan mengambil upah delam hal/bagi orang
yang menyusui - untuk anak orang lain ( Q.s5,2 : 233 ) ,
Begitu juga sesuai yasng telah dicontohkan Nabi ketika
mengupah orang untuk menjedi penunjuk jalan pada waktu
belisu hijrah, serta pemberian upaeh yang dilakukan Nabi
ketika beliau berbekam. ( Bukhsri, III, T.t : 116 dan

122 ). ( baca : Bab II.A.6, pen. )

Mengenai biaya provisi, yakni sejumlsh uang yang
wajib dibayar oleh pemohon kepada bank sebagai balas
Jasa atas pemberien garansi bank, hal tersebut juga su
dan sepatutnya dilakukan (dibayar,pen.) oleh pemohon
karena dengan garansi bank itu maka pemonon dapat mem
perolen dan dapat melaksanakan pekerjaannys dengen lan
car. Lebih dari itu pemohon akan memperoleh keuntungan
atau hasil dari pekerjasnnya itu. Apalagi bila Jjumlah
provisi yang dimints oleh bank jumlahnya sengat rendah

dan tidak memberatken bagi pemohon garansi bank.



97

Begitu juga dengen biaye materal yeng harus di
tanggung oleh pemohon garansi bank. Mengingat pentingnya
materai sebagai alat untuk melegalkan atau memberiken ke
kuatan hukum terhadap Surat Garansi Bank, sehingga hak
-hak penanggung lebih terjemin, termasuk kontra garansi
yang telah disershkannya kepeda bank, Maka sudah sewajar
nya bila biaya materai ini dibebankan kepada pemohon
garensi benk. Hal ini juge merupakan wujud konsekwensi
pemohon terhadap penerimaan syarat-syarat yang diajukan

bank untuk memperoleh garansi benk.

Biaya-biaya dalam garansi bank besarnya ditetap
kan secara sepihak oleh bank. Sistem yang demikien bile
dikeji deri hukum Islam dapat dibenarkan; karena selain
berdaserkan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua
belah pihak ( Q.S, 4 : 29 ), juga edanya kepastian ten
tang nilai imbalan/upeh merupaken syarat yang esensi dan
harus ada dalam transaksi perupahan ( &l Ijereh, pen.).
( baca : Bab II.A.6 ). Dan Nabi, mengenai hel ini pernah
melarang seorang buruh meminta upah sehingga dis harus
menerangken jenis upahnya itu terlebih dehulu. ( Ahmed,
III, 1978 : 59 )

Ibnu Rusyd delam Bidayatul Mujtahid juga mengutip
pendepat Imam Mglik, bahwa pengupahen dibolehken dengan

. syarat-syarat diantaranya (jenis) upahnya harus diketa-
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hui. Dslam pendapatnya yang lein, Imam Malik juga menga
takan bahwa upah tidak bisa dimiliki kecuali apabila
pekerjaan itu telah selesai. ( Ibnu Rusyd, II, T.t 177).
Hal ini ternyatas tidek sama dengan yang terjadi di Bank
BNI, karena Bank BNI teleh mengharuskan biaya-biaya ter
sebut dibayar oleh pemohon garansi benk sekaligus pada
waktu penandatanganan Surat Perjanjian Garansi Bank .

( baca : Bab III.F, pen.)

Cara pengupahan seperti itu dalam hukum Islem te
lah dituntunken, yaitu agar memberikan upah kepada bu-
ruh sebelum kering keringatnya. Hukum Islem juga mem
bolehkan penetapan waktu pembayaran tersebut didasarkan
pada adat/kebissaan yang berlaku. Jadi apabila tradisi
di suatu tempat berleku bahwa pembayaran upah dilakuken
sebelum pelaksanaan pekerjasan, maka kebiasaan yang ber
laku itu dapat dianggasp sebagei syarat yang diadakan
pada waktu perjanjian dilakukan. (bace Bab II,A.6 dan

II.C -khususnya qaidah 7, pen.)

Ketentuan lain mengensi biaya-biaya dalam garan-
si bank adalsh bahwa, apabila Surat Perjanjian garansi
bank telah diterima oleh pemohon, maka biaya-biaya yang
telah dibayar tersebut tidak bisa diminta kembali. Se

kilas adenya ketentuan ini tampak akan merugiken pihek
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pemohon garansi bank. Namun dengan ditendatanganinya

Surat Perjanjian Garansi Bank oleh pemohon, gebenar
nye telah menunjukken bahwa pemohon telah mengetahui
den menyetujui akibat-skibat yang timbul dari perjan
jian tersebut. Karena sebelum mengajukan permohonan
garansi bank, pihek bank telah memberitahukan syarat
gyarat atau prosedur dalem geransi bank kepada pemo-

hon garansi bank.

Menurut hukum Islam, bahwa kerelaan terhadap
gesuatu berarti pula kerelaan terhadap akibat -akibat

yang mengikutinya.

Kontra Garansi

Pada mulanya di masa dahulu, suatu penanggung
en lazim diberikan oleh seseorang tertentu yang tanpa
mempunyai suatu tendensi dean kepentingan serta murni
hanya ates dasar rasa persaudaraan, menanggung untuk
memenuhi pertanggungan orang lain. Namun dalam per
kembangennya sekarang, penanggungaen yang demikian itu
hampir tidak pernah terjadi. Hal ini dapat dimengerti
karena perkembangan kebutuhan akan kredit dewasa ini
demikian meningkatnya, terutama di bidang perekonomi
an. Sementara di sisi lein, resiko yang terkandung di

dealamnya juge emat besar, terutama apabila sampai si
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debitur tidsek dapat mengembalikan kredit tersebut ( wan

prestasi/cidera janji ).

Melihat realitas di atas, maka dalam perjanjian
penanggungan dengasn garansi bank yeng pada dasarnya ter
masuk salah satu bagian dari fasilitas kredit.,Bank BNI
mengambil langkah-langkah preventif gune menjaga kepas-
tian dan keamanan kredit yang telah dikeluarkannys. Tin
dakan yang dilekukan bank ,menurut teori, adalah dengan
mengadaken pemeriksaan awal (studi kelayskan) terhadep
pemohon, baik mengenai kredibilitas maupun kepabilitas

nya.

Akan tetapi, karena sulitnys operasionalisasi pe
meriksaan tersebutdi lapengan, karena tidek saja membu
tuhken waktu dan tenaga yang banyak,tetapi juga @adanya
kendals lain yang sering muncul, seperti terjadinys mas
nipulasi data/kondisi yang dilakukan oleh pemohon garan
si bank, agar seolah-clah ia laysk untuk menerima garan
si bank. Hal seperti ini tentunya askan sangat membahays
kan, bahkan bisa merugikan pihak bank. Sehingga untuk
menghindarinya, Bank BNI mencari jalan alternatif yang
dinilei paling efektif, efifien dan praktis, yaitu de-
-ngan meminta kepads pemohon geransi benk untuk memberi

kan jaminan lawan ( kontra garansi ). Langkah ini meru
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peken salah satu bentuk menifestesi dari prinsip-prinsip
pengelolean bank secara hati-hati ( Prudential Banking

Principes ).

Syarat adanya kontra garansi ini ditetapkan sehu
bungan dengan adanya resiko kerugien yang terkandung
dalam pemberian garansi benk, apabila terjadi ciders
janji atau wanprestasi oleh pemohon garensi bank. Dengan
kata lain, apabila terjadi pembayaran (realisasi) garan
si bank kepada si penerimes geransi makas jeminan yeng
dibayar oleh Bank BNI tersebut akan ditutup dengen dana
kontra geransi ygng telsh diserahkan oleh pemohon garan

si kepada bank.

Adanya kontrs garansi yang bertujusn seperti ter
sebut diastas sangat seleras dengan hukum Islam, yang me
merintahken untuk menghindari resiko/behaya semaksimal
mungkindari pada mencari keunturgan. ( baca : Bab III.C,

khususnya Qaidah 3 den 6, pen. )

Tujuan laein diadakennya kendra ghransi adeleh,
agar bank tidek perlu mengadaka:: pengewasan terhadap
penggunean garansi bank tersebut oleh pemohon. Sebab,
fungsi dan tﬁjuan pengawagsan yang dilakukan oleh bank

adalah ager kredit yahg telah dilepaskannys dapat diguna

kan dengen semestinya, sehingga diharapkan nentinya kre
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dit tersebut akan dapet kembali dengen aman. Dengan ada
nya kontra garansi tersebut secara tidak langsung sudah
memberikan jaminan, bahwa kredit tersebut pasti dapat

kembeli dengen aman. Di sisi lain, dengan adanya dana

kontra garansi yang dibayarkan oleh pemohon garansi
bank, diharapkan akan lebih mengikat pemohon untuk
tidek melaskukan cidera janji. Sebab kalau sampai hal

itu terjadi, makas dia  rugi dikarenakan dana yang dija
dikan sebagai kontra garaeansi akan diberiken kepada kre

diturnya.

Dalam hukuﬁ Islam, kedudukan kontra garansi da
lam gersnsi bank tersebut dapat dianalogikan sebagail
Ar Rehnu; yakni menjadiken barang bernilai sebagai ja-
minan hutang, dimena aken dibayar dari barang tersebut
apabile orang yang berhutang tersebut tidak dapat melu
nasi hutangnya, ( Asy Syarbiny, T.t : 121 ). Dengan
demikian, dasar hukum ysng dipakai sebagai hujjah / lan
dasen daelam pelaksanaan kontra garansi ini juga sama
dengen Ar Rehnu, ( baca Bab II.B.2, pen. ). Sebagai
landasan pokoknya adaleah perintah Allah agaer memberikan
jaminan kepads orang yeng berpiutang apabila kita mela-
kukan mu'emelah tidak secara tunai ( Q.S,-2 : 283). Juga
berdasarkan pada apae yang telesh dicontohkan Nabi dengan

menggadaikan baju besinya ketika belisu membeli maekanan
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dari seorang yahudi, dengan tidak secara tunai (basca :Bab

1I.B.2, pen.)

Mengenai apa saja yang dapat digunskan sebagai
kontra garansi di Bank BNI ( baca : Bab III.E, pen. ) |,
ternyata semuanya sesuai/memenuhi syarat-syarat sebagai
barang gadai (ar rahnu), seperti : jelas bendanya, benda
itu dikuasai sepenuhnya oleh penggadai, benda itu memi-
liki menfaat dan bukan benda najis serta bukan benda -

bebas ( milik umum). (baca : Bab II.B.4, pen.)

Adenyas kontra garsnsi selein bertujuan sebagai
Jaminan bagi bank, pada dasarnyas juga bertujuan untuk
memudehkan bagi bank dalam melaksanakan hak Regres yang
ada pades garansiibank. Yaitu hsk untuk menuntut kembali
atas prestasi/pembayaran yang telah dilakukean oleh
bank akibat wenprestasinya pemohon. Pelaksansan hak re
gres ini adeleh dengen cara mencairken dena kontra garan
si yang telah diseraehkan oleh pemohon garansi bank keps

da bank.

Dalem hukum Islam yang membahas tentang penang
gungan (kafalan) juga diatur mengenai hak seperti ini,
yaitu apabile orang yang menjamin (kafiil) telah meme
‘nuhi kews jibannya untuk terjamin berups pembayarsen hu-

tang, meka pensnggung bolen rujuk (meminta ganti) kepada
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terjamin, karena penanggung teleh mengeluasrkan harta
nyas untuk kepentingen yang bermenfeat bagi terjemin.

( baca : Bab II.A.5, pen. )

Surat Garansi Bank dan Ijab Qabul

Dokumen Surat Perjanjian Garansi Bank merupa
kan suatu pengskuan/janji tertulis yang isinya menye
tujui untuk mengikatkan diri kepade penerima gsaransi,
guna memenuhi kewajiban tertanggung delam suatu jeng
ke waktu tertentu berupe pembayaran sejumlah uang ter
tentu apabila tertanggung di kemudian hari ternyata

tidak memenuhi kewajibsnnya kepada penerima garansi.

Penulisen Surat Perjanjian Garansi Bank terse
but sesuai dengan makna "lafadh 'Am" (redaksi umum ),
dari ape yang teleh diperintehkan Allah kepada orang
mukmin ager membuast catatan atas trensaksi yang telah
dibuatnya, apabila transaksi (mu'amelah) tersebut ti-

dak dilekukan secars tunai.(Q.S, 2 : 282)

Yang terkena khiteb ( sasaran ) perintah (Amr)
untuk menulis perjanjian (mu'amalah) tersebut adalsh
bersifat umum, yeskni para pihak pelaku : perjanjian
(negosiasi) maupun petugas khusus (noteris). Penulis

an tersebut baik dilakukaen oleh para pihak maupun pe



nulis khusus, oleh Allah disyaratkan harus berlaku adil

gsehingga tidek berdampak pemalsuan bukti.

Kata "al Adl" delem ayst tersebut selsin diarti
kan bener, juga dapat diartiken "tidak memihak" sebagai
mene tersirat dalem Surat al Maideh (5) ayat 8. Maksud
nya adalsh untuk menjaga keotentikan dan kevaliditasen
hasil pencatatan, maka pencatat hendeknya orang yang ti-
dsk memihak kepada saleh gatu pihak yang melakukan per
janjian.

Dengan demikian, mengapa dalam ayat tersebut (QS
2 ; 282) Allah Swt. mengulangéulang dengan perketaan
"Wa la ya'ba katibun" (1arangan untuk tidek mengerjakan)
dan "Fglyaktub” (menegaskan dengan perintah mengerja
kan). Hal tersebut tidak lein karens urgensi dokumen
yang dicatat berdasarken Ilmu Allah ekan memiliki "po-
wer" (kekuatan hukum), yeitu depat dipergunakan untuk
mempertahankan hak, yang dalam garansi bank adalah hak
n Claim " apebila pemohon garansi bank ternyata cidera
,janji/wanprestasi, sebegaimana konteks ayat tersebut
bahwa hendeklah orang yang berhutang itu mengimlakkan

(apa yang akan ditulils itu):

Meksud ayat tersebut adalah, hendekleh 1ia mendik
tekan yeng etasnya adalah "al Haq" ( hak/cleim /kebenar
an).(Junaedi, 1993 : 51). bengan demikian, maka lafadh
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"Tadayantum" = Ao 'S = "kamu bermu'smalah" (saling
berinteraksi) dengan takhsis/pengkhususan "ad dain"=per
Janjien hutang, relevan dengan penulisan Surat Perjenji
an Garansi Bank, yang hesil penulisan ( dokumen ) itu
dapat dipergunskan untuk menghindarken kelalaian dalam
penagihan. Dengan perkatasn lasin dipergunskan untuk
mengklaim hak penerima garansi bank kepeda debiturnya
(pemohon garansi bank) di waktu yang diperjanjikan un -!

tuk memenuhi janji/prestasinya.

Adanya pencataten perjenjian gesransi bank yang
diperkuat dengan pembubuhan tanda tangan pars pihak
yang bernegosiasi, hal ini memberikan indikasi bahwa
ijab-qabul (sighah) dalam transaksi garansi bank terse
but telah dilskukan. Dalsm hukum lslam, hel,ini gesuai
dengen prinsip yang dipegangi oleh Imam Malik dan Imam
Ahmad bahwa skad persetujuan ( sighah ) dapat dilekukan
dalem bentuk apa saja yang dapat menunjukkan meksud
akad tersebut, asalken tidek bertentangan dengan sysra'.
(Hemzah Ya'qub, 1983 : 73). Jadi delam melekukan sighah
(ijab gabul) boleh menggunekan bentuk apa gaja ‘asalkan
depat dipahami meksudnya oleh masing-masing pihak dan
berdasarkan adanya saling merelekan, yang merupaken sys

rat utama dalam setisp skad muemalsh. ( Q.S, 4 : 29 ).
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Adanyes ijab qgbul yeng direelisasikan dengan
penandatanganan Surat Perjanjien Garansi Bank, selain
menunjukkan adanya kerelaan para pihak, juga menjadi
kan transeksi tersebut lebih legal, sehingga sebagai -
konsekwensinya perjanjien itu aksn mempunyai kekuatan
hukum mengiket. Hal ini sesuai yang dinyatakan Rasul
bahwe semua muslim bertenggung jawadb atas syarat-syarat
yang telah mereka buat, kecuali syarat yeng mengharam
kan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram .
(Tirmidzy, T.t : 179)

Dari anslisis di atas dapat diketahui bahws pe
nulisen dan penerbitan Surat Garansi Bank mengandung
menfeat yang sangat besar, sehingge dari padanya dapat
diambil Estimasi ( teksiran ) hukum behwa penulisan dan
penerbitan Surat garansi bank hukumnya adalah "Sunnah".
Adapun jalan penetepan hukum ( Thariqul Istinbat ) dari
keputusan tersebut adalaeh dengan jelan ijtihad melalui
giyes. Yaitu suatu cars menetspkan hukum dengan jalan
mengenalogikan ( menyemakan ) kepada hukum yang sudah
ada/tetap. Tahapan-tahspan qiyas tersebut adalah seba

gai berikut

- Al Asl ( pokok ) : Anjuran penulisan/penerbiten do-
kumen muameleh (perjanjian) hu-

tang piutang. (Q.S, 2 : 282 )
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Al Far'u (cabeng) : keperluan penulisan / penerbitan

Surat garensi bank sebagai doku

men perjanjian penanggungan.

Hukum al Asl . "Sunneh" menuliskaen /menerbitkan

dokumen huteng piutang. ( Abdul
Wahhab Khalaf, 1987 : 132 )

I11lat (desar/pijeken hukum) : adanya tenggang waktu

yang ditentukan.

Natijah (kesimpulan hukum) : penulisan/penerbitean
Surat garansi benk hukumnya ada-
lah "Sunnah", karena perjanjian
penanggungan garansi bank mem-
punyai tenggang waktu ysng diten’.l

tukan.

. Realisasi (Pembayarsn) Garansi Bank akibet Debitur Wan-

Erestasi

Garansi bank sebagai suatu bentuk perjanjian pe
nanggungan membawa kongsekwensi logis peda adanyes tun-
tutan pembayeran atau "Claim" yang diajukan oleh pe
nerima garansi apabila pemohon garansi ternyata wan- -

prestasi/eidera janji.

Dalem pengoperasionalan garansi bank di Bank

BNI, untuk dapat dilaksenakannya pembayaran/realisasi
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garansi bank, penerima garansi harus mengajuken claim
gsecara tertulis serta harus menyertakan pula Surat Ga-
ransi Benk. Hel lain yang penting untuk diperhatikan ,
adelah tentang waktu pengajuan claim tersebut harus se
suai dengan ketentusn waktu yang ditetapken oleh bank .
( baca : Bab IIi1.J, khususnye S.E.B.I No. S.E 11 / 11

UPPB angks 2.3, pen.)

Menurut hukum Islam, penetapan waktu penuntutan
{ claim ) dalam garangi bank ini sesuai dengan waktu pe
nuntuten dalsm akad katslah. Sebagaimana yang disitar
oleh Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid, yaitu sesudeh
tetapnya hak atas orang yang ditanggung (Ibnu Rusyd, II
T.t, : 223)

Dalem pembayaran garansi bank kepada penerima gs
ransi -setelah adanya claim-, Bank BNI akan segera me
realisasikan pembayaran tersebut sesuéi jumlah nominal
yang tertera pada Surat garansi bank itu secara penuh.
Yang menjadi masalah delam hal ini aedalsh apabila pemo
hon garansi bank tersebut sudah melesksanakan sebagian
dari prestasi yang dijanjikannya kepada penerima garan

si bank. Apakah hal ini tidek berarti merugikan pemohon

garansi bank ?

Sekilas terlihat bahwa hal tersebut skan merugi

kan pemohon garasnsi bank, nemun sebenarnya dalem pelak-
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gsenean pembayaren garansi bank tersebut tideklah segam
peng dan sesederhane itu, melainken harus melslui ba
nyak prosedur dan tahsben yang gebenarnyes merupaken tin
dekan antisipssi untuk mencegah terjadinya realisgsi
garensi bank. Prosedur tersebut sdalah, pertamg sebelum
mengajukan claim, penerime geransi terlebih dahulu
harus memberikan teguran/peringatan ateu yang disebut
" Sommatie " kepada pemohon garensi (debiturnys) ten

tang prestssi yang belum dilaeksanaken/dipenuhinya.

Adanya sommatie ini selein berfungsi untuk meng

ingatkan juga berarti memberikan kesempatan bagi pemo

hon garansi untuk segera memenuhi janjinys (prestesi) .

selain adanya sommetie, sebenarnys reslisasi ga-
ransi bank juga dapat dicegah dengan jalan penyelesaian
secara kekeluargaan antara pemohon garansi ( debitur )
dengan penerima garensi ( kreditur ). Sebab belum di
penuhinye prestasi (Jjanji) tersebut boleh jadi bukan
karena kesengajean atau kesalshan pihak pemohon garansi
baenk an sich/semata mata, tetapi mungkin karena adanya
kendala-kendala yeng tidak mungkin depat dihindari, yang
hal itu bersifat wajar dan manusiewi. Sehingga sudah
sepatutnys penerima garsensi mentolelir kelalaisn / kesa
lahan itu. Tetapi bagasimena halnys dengan sikap pihak

bank ?
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Walaupun penerima geransi bank telah  memberikan
toleransi dan kelonggaran kepada pemohon garansi bank
dalam memenuhi prestasinya, namun sikap yang demikian
ini tidak adas pada bank. Jadi, begitu massa berlakunya
garansi bank habis den tidek ada claim, maka garansi
bank itu sudeh tidak berlaku dan mengikat lagi. Sehingga
dana kontra garansi yeng ada skan segere dikembalikan ke
pada pemohon garsnsi baenk, dengan syarat terlebih dahulu
pemohon garsngi harus menyerahkan Surat Geransi bank

tersebut kepada bank.

Pihsk bank meskipun bersikap tegas mengenai masa
berlakunya garangi bank, hal ini- bukan berarti tidak mem
beri toleransi kepada pemohon geransi (terjamin) yang

belum bisa memenuhi prestasinya, sedangkan masa berlaku

nya gsransi bank tersebut telah habis. Melainkan bank
Jjuga memberikan aslternatif jelan keluar, yaitu dengan
memberikan kesempatan kepada terjamin untuk memperpan

jang ( memperbarui ) garansi bank tersebut.

Sikap Bank BNl dalam memberiken kemudehan bagi pe
mohon garansi ( terjamin ) yeng belum dapat memenuhi .. -
préstesinya ini menunjukkan bahwa bank mempunyai i'tikad
baik dalem membantu nasabahnya. Tindeakan tersebut sesuai
dengan yang diperintehkan Allah untuk memberikan tangguh

/kelonggeran bagil orang yang dalam kesukaran membayar
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hutengnys, sehingga is berkelepangan. ( Q.S, 2 : 280 ).

Namun i'tikad baik dari bank tersebut juge masih
tergentung pasda kemauan baik ( good will ) dari si pene
fima garansi bank den si terjemin sendiri. Tergantung
pada penerima garsnsi bank, artinya apskeh si penerima
garansi bank tersebut mau atasu tidak memberikan kesem
patan bagi terjamin (debiturnya) untuk memenuhi janji/
prestasinya, dengan Jalan mensysratkan garansi bank
yang baru. Yang kedus, tergantung padas pemohon garansi
bank ( terjemin ) gendiri, maksudnys adalash seandainya
penerima garansi bank telah memberikan kebijaksanaan
( policy ) dengsn memberikan kesempatan kepadas pemohon
garansi bank untuk memenuhi prestasinyas dengan garansi
bank yeng baru, dan bankpun juga demikian, maka seka-
rang tinggal pemohon garansi bank sendiri mau atau

tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Persoelan lain mengenai alasan pembayaran ga
ransi thk secara penuh, den tidak disesuasikan dengen
prosentase prestasi yang telah dilakukan oleh pemohon
garansi bank, hal ini adelah karena biasanya garansi
bank yang diminta oleh kreditur (penerima garasnsi bank)

itu jumlah/nilainya lebih kecil dari nilai perjanjian
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" pokok. Misalnya, untuk jaminan pelakganaan pemborongan
( Performance Bond ), besarnya hanys 5 (lima) persen
dari nilai kontrak. Atau pada jaminan pembayaran uang
muka, besarnya maksimum 20 % dari nilai kontrak, (Lam-

pirah I Keppres 29 Tahun 1984)

Mengingat kecilnya prosentase nilai garansi
bank dari total nilai perjanjian pokok tersebut, maka
adalah wajar kalau terjadi wanprestasi oleh pemohon
garansi bank, garansi bank tersebut dibayarkan penuh

dengan tanpa memperhitungkan prestasi yang telah dilak-
sanakan oleh pemohon garansi bank. Hal ini memang meru-
gikan pemohon garansi bank di satu sisi, tetapli di sisi
lain pihak penerima garansi bank sebenarnya juga telah
dirugikan dengan tertundanya prestasi yang di janjikan
pemonon garansi bank. Sebab seandainya prestasi terse-
but tidak tertunda ( sudah terwujud ), pasti penerima
garansi bank sudah dapat memanfaatkan bahkan memperoleh

hasil dari prestasi tersebut.

Dengan demikian,vapabila sampal terjadi reali -
sasi ( pembayaran ) garansi bank, maka hal itu menun-
Jukkan bahwa sudah tidak ada jalan lain yang bisa di-
tempuh untuk mencegahnya. Dan memang pada dasarnya rea-
lisasi ini sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara

pemohon garansi bank dengan penerima garansi bank, bahwa
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apabila pemohon garansi bank cidera janji (wanprestasi)
make garansi bank tersebut akan menjadi hak penuh pe
nerime garansi bank, walaupun pemohon garansi bank te
lah meleksanakan sebagian dari prestasi yang dijanjiken
nya itu. Sebab sesuai dengan hukum Islam, bahwa mene-
pati janji adalah suatu kewajiban, dan setiap orang
harus bertanggung jawab atas jenji-janjinya. ( Q.S, 17

34 dan Q.S, 5 : 1 )

Mengenai pembeyaran/realisasi geransi bank ter
sebut secara penuh walaupun pemohon garansi telah melak
sanakan sebagian dari prestasi/janjinya, hal ini merupa
kan konsekwensi logis dari persetujuan pemohon garansi
bank terhadap aturan yang ada dalam perjanjian geransi
bank yeng dimanifestasikasn dengan ditandatanganinya Su
rat Perjenjian Geransi Bank. (baca : Bab II.C khususnya

Qaeidah 8, pen.)

Sedangkan adanya reslisasi garansi benk yang di
sandarkan pada sdanya wanprestasi pemohon garansi bank
hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalem hukum Islam
behwa sesuatu yang digantungkan kepada sesuatu syarat,
wajib adanya di ketika adanya syarat itu. ( Baca : Bab

II.C qaideh 10, pen.)

Masalah lain yang timbul dalam pembayaran /reali

sasi garansi bank adalah mengenai diwujudkannya pemba
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yaren itu delem bentuk uang, den bukan berbentuk prestasi
sebagaimana yeng diperjaenjikan dalam perjanjian pokok .
Hel tersebut memang merupsken syasret dalam perjanjian pe
nanggungan dengan garansi bank, bahwe prestasi yang di
jamin harus depet dinilai dalem bentuk uang. Dan hal ter
sebut tentunya sesuai dengan yang dikehendaki si penerima
garansi bank, karena memeng penerima garansi bank yang
mensysratkan/meminta jaminen berups garansi bank. Selain
dari semua itu, bagi pihsk bank, untuk merealisasikan
prestasi itu sesuai dengan perjanjian pokok, misalnyas ,
berups melaksanaken pembangunan suatu proyek atau memba-
yar cukai den lain-lain, meka hal tersebut akan tidak
mungkin depet dilaksanskan oleh bank, mengingat profeéio—
naelisasi bank adelah hanya di bidang keuangan (moneter).
Sehingga hal itu ekan merupakan suatu kesulitan bile di
lekukan oleh bank. Dan menurut hukum Islam dinysatskan bah
wa Alleh tidak menghendaki kesulitan ( Q.S, 2 : 185 dan
Q.S, 22 : 78 ), juga disebutksn bahwa kesulitan itu men
datengkan kemudehan. ( baca : Bab II.C khususnya Qaidah
11, pen. )
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